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Demokrasi dan pembangunan seringkali dipandang sebagai dua hal yang
tidak saling berhubungan, padahal, pengelolaan pembangunan merupakan
. .proses politik yang ditentukan oleh pola relasi kekuasaan dalam
mengalokasikan dan mendistribusikan sumber daya publik. Dalam proses
ini, terdapat institusi formal dan informal yang saling berinteraksi
menentukan karakter pengambilan keputusan dalam pengelolaan
pembangunan. Karena itu, agar pengelolaan pembangunan menjadi
demokratis, dipevlukan instrumentasi demokrasi dalam mengelola interaksi
institusi formal dan informal agar saling mendukung untuk perluasan
: kontrol publik.

| Pengelolaan pembangunan pada kenvataannya
.. tidak hanya ditentukan oleh berfungsinya in-
stitusi formal, tapi juga institusi informal. Praktik
pembangunan secara formal terhhat dalam cara-

cara teknokratis dan birckratis dalam perencanaan

dan penganggaran, mulai dari perencanaan. pem-

bangunamsecara top down dan beitom up vang

sifatnya obyektif, terukur, prosedural melalui

tahapan perencanaan strategis, penjabaran visi ke

dalam misi, program, dan kegiatan, termasuk juga

proses politik yang berlangsung dalam institusi

birokrasi maupun proses politik di legislatif ketika

Caroline Paskarina, .
Dosen Jurusan iy Perencanaan pembangunan dibahas dan pengang-
Pemerintahan ISP garan ditetapkan. Selain institusi formal tersebut,
Universitas Padjadiaran ~ juga ada institusi informal vang bekerja di balik
Bandung.  proses alokasi sumber daya.
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aroline Paskarina: Insirumentasi Demokrasi :

" Dalam institusi formal, proses
alokasi itu ada tapi tidak bisa meng-
gambarkan bagaimana kebutuhan
orang terpenuhi dalam sebuah pros-
es politik, Cara 6ra_ng untuk memeny
hi kebutuhan lebih banyak berlang-
sung dalam institusi informal. Dalam
pengelolaan pembangunan, ke-
beradaan instifusi informal ini tam-
pak dari adanya relasi-relasi yang be-
rangsung (1 hiar mekanisme formal,
seperti adanya anggota-anggota leg-
islatif yang berperan sebagai broker
antara pariai politik dengan birokra-
si, dan antara partai politik dengan
konstituen. Cara yang dipakainya ad-
alah dengan mengambilkan alokasi
anggaran unink kemudian diserahkan
pada birokrat untuk direalisasikan
dalam bentuk program pembangunan
di daerah-daerah pemilihannya,
Birokrasi memperoleh keuntungan
finansial, sementara anggota legisla-
tif meningkat reputasi politiknya
karena mampu membuka akses ter-
hadap sumber daya. Dalam konteks
demokratisasi, diunana konfigurasi
politik sedemikian dinamis dan ber-
jejaring, maka relasi di antara para
aktor politik tersebut turut dibentuk
dan dilandasi oleh norma-norma
yang berlaku dalam institusi informal.

Studi-studi Imu Politik pada peri-
ode 1960-an dan 1970-an cenderung
menempatkan institusi informal se-
bagai hal yang kurang penting karena
dianggap akan pudar ketika pemban-
gunan politik mencapai tahap mod-
ernisasi (Komito, 1985; Roniger,
2004). Keberadaan institusi informal
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dipandang sebagai karakter masya-
rakat tradisional vang perlu diubah
karena tidak kompatibel dengan
demokrasi.modern. Demokrasi mod-
ern bekeria atas nalar rasionalitas-
obyektif, di mana individu-individu
berperan secara otonom, mampu
berpikir rasional dan mampu men-
gartikulasikan kepentingannya mela-
lui lembaga-lembaga perwakilan, Ke-
pentingan itu kemudian diagregasi-
kan sampai terbentuk kebijakan yang
mengatur kepentingan berbagai pi-
hak. Kenyataannya, di banyak nega-
ra yang baru menjalani transisi
demokrasi, dan struktur sosial-eko-
nominya menunjukan adanya kesen-
jangan dan kemiskinan, logika
demokrasi liberal tidak bekerja den-
gan utnh karena meskipun ada insti-
tusi formal, tapi lembaga-lembaga
formal itu fetap bekerja atas dasar
logika institusi informal {O’Donnell,
1994, 1696; van de Walle, 1997; Auy-
ero, 2001; Beck, 2008).

Dalam studi-studi pada dekade
1980-an, keberadaan institusi infor-
mal ini dianggap menghambat per-
tumbuhan demokrasi karena me-
munculkan prakiik-praktik negatif
yang mengganggu akuntabilitas, par-
tisipasi, kompetisi, dan inklusivitas
dalam demokrasi modern (Weingrod,
1968; Scoti, 1990; Diamond, 1999).
Pandangan ini mulai berubah pada
periode tahun 2000-an yang mulai
menaruh perhatian pada institusi in-
formal dari sudut pandang yang ber-
beda. Institusi informal dipandang
tidak hanya berdampak negatif, tapi,
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Perubahan cara pandang ter-
hadap institusi informal tersebut
tidak dapat dilepaskan dari perdeba-
tan fentang teorisasi demokrasi’ yang
sampal pada kesimpulan bahwa for-
mat demokrasi yang selama ini
dikembangkan perlu dikaji lehih men-
dalamlagi karena ada konteks politik
yang berbeda-beda yang mempen-
garuhi variasi dalam derajat pertum-
buhan demokrasi di berbagai negara.

"Lauth (2005} menguraikan lingkup pardebatan ferse-
but mencakup isu-isu tentang: (1) perkembangan
demokrasi deliberalif sebagai kritik terhadap demokrz-
si prosedural, yang berimplikasi pada stud-studi un-
{uk meningkatkan kualitas prosedur demokrasi; (2)
efeklivitas demokrasi nasional (dengan lingkup nega-
ra-bangsa) berhadapan dergan globalisasi, yang
menghasilkan studi-studi tentang demokrasi dalam
kenieks politik intemasional atau global democracy;
(3) tranformasi dalam agenda riset demokrasidalam
rangka mengembangkan tolok ukur yang memadai
untuk menguji kualitas dan kensolidasi demokrasi,
yarg mengarah pada studi-studi tentang standar in-
dikator untuk mengukur pembagian kekuasaan dan
koniroi terhadap pemerintahan; serta (4) parkembagan
teorisasi demakrasi yang bersumber dari upaya-up-
aya untuk mengukur penerapan demokrasi,

?Perkembangan teousam demokrasx o
_mulaz menaruh perhauan pada aspek - -

kontekstual atau lmgkungan (Lauth

2005) sebaga1 hal penting yang me~ =
“nentukan konsolidasi.demokrasi. -
.._Faktor hngkungan ini dapat dlbentui\ E
“oleh institusi, sehmgga gagasan ten=, . -
'tang aturan aturan mformal yang
.membentuk hngkungan menjadl isu
‘baru dalam 'perkembangan teori - &
'demokrasz (Lauth 2005; O’Donnell, . -

1996) Perkembangan ini mengakuz -

bahwa mstitusi informal sama pent-
ingnya dengan 1nst1tu31 formal dalam
demokratlsasz

Dengan memetakan interaksi di
antara kedua institusi tersebut, dap-
at menjadi landasan untuk memaha-
micara kerja demokrasi yang sesung-
guhnya dalam preses pembangunan.
Instruinentasi demokrasi merupakan
proses politik untuk mengelola inter-
aksi antara institusi formal dan infor-
mal agar pengelolaan pembangunan
dapat dikontrol oleh publik. Signifi-
kansi dari studi tentang instrumenta-
si demokrasi tidak terletak pada de-
sain institusi yang dihasilkannya, tapi
dari dinamika relasi kekuasaan yang
berada di balik prosessmeéndesain in-
stitusi tersebut karena dalam dinami-
ka tersebut dapat diketahui bagaim-
ana interaksi antara institusi formal
dan informal yang menentukan pen-
gelolaan sumber daya, dan apakah
ada peluang bagi kontrol publik ter-
hadap pengelolaan sumber daya ter-
sebut.
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:i_nteraksi Institusi Formal dan
Informal

 Pembedaan antara institusi for-
mal dan informal merupakan kate-
gorisasi konseptual yang paling awal
digunakan dalam studi Hmu Politik
yang dari perspektif institusionalis-
me. Dalam pendekaian institusional-
isme, konsep iustitusi seringkali disa-
makan dengan budaya atau tradisi,
kebiasaany nilai-nilai moral, keyaki-
nan relijins, dan berbagai norma per-
ilaku lain yang berlangsung dalam
waltu yang lama, yang menjadi bagi-
an darl suata budaya (Pejovich dalam
Helmke dan Levitsky, 2006). Meski-
pun ada sejumiah institusi yang be-
rakar dari tradisi budaya, tapi bany-
ak pﬁia aturan-aturan vang tidak ber-
kaitan dengan nilai-nilai dan perilaku
vang ada dalam masyarakat, misaln-
va kebiasaan yang mendorong tum-
buhnya perilaku memberikan suap
pada aparat atau pengelolaan kenan-
gan partal politik secara tertutup. Se-
cara wmum, instiiusi diartikan sebagai
rule of the game atau aturan-aturan
vang melandasi suatu perilaku atau
praktik tertentu. North (1996). men-
definisikan institusi sebagai norma
atau seperangkat norma yang mem-
bentuk interaksi antarmanusia, ter-
masuk di dalamnya mendorong snatu
perilaku atau sebaliknya, membatasi
suatu perilaku. Institusi menjadi alat
bagi manusia untuk mengontrol
lingkungannya agar tercipta keter-
aturan dan kepastian (Helmke dan
Levitsky, 2006). Institusi adalah
kesepakatan yang lahir dari pertarun-
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gan dan tawar-menawar antara ber-
bagaipihak. Karena iy, institusi mere-
fleksikan sumber-sumber daya dan
kekuasaan dari mereka yang mem-
buainya sekaligus vang berlalku dalam
masyarakat. Institusi membentuk
aturan-aturan dan praktik-prakiik
vang melandasi perilaku yang se-
harusnya dilakukan oleh aktor ter-
tentu pada situasi tertentu, bersifat
formal maupun informal (Campbell,
2004).

Institusi juga diartikan sebagai
sistern pemaknaan vang membentuk
konteks di mana individu, korporasi
atau kolektivitas lainnya bekeria dan
berinteraksi satu sama lain (Camphbell,
2004). Sebagai strukiur makna, insti-
tusi melekat pada identitas dan kepe-
milikan yang mengarahkan dan mem-
beri makna dari suatu perilaku, ter-
masuk juga menjelaskan, membenar-
kan, dan melegitimasi perilaku terten-
. Sebagai struktur sumber daya, in-
stitusi menciptakan kapabilitas untuk
bertindak, memberdayakan dan
meimbatasi para akior secara herhe-
dam dan membuat mereka lebih atan
kurang mampu uniuk bertindak atas
dasar aturan-aturan yang telah diteta-
pkan. Institusi juga bisa dipaksakan
oleh pihak lain dalam rangka penega-
kan sanksi terhadap penyimpangan
yang terjadi (March dan Clsen, 1989).
Manakala diterapkan, institusi men-
jadi kekuatan eksternal vang dapat
menentukan bagaimana orang me-
mandang lingkungannya dan berpe-
rilaku sebagai respon terhadap sistem
makna tersebut. Institusi juga ber-
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“tas daiam masyarakat

Helmke dan Levxtsky (2006)

" menawarkan definisi Jain, bahwa an-
' -._stltu51 adaiah aturan dag’ prosedur
. dalam masyarakat: yang. dibuat, diko-
o .mumkaszkan dan dlterapkan di luar

mekamsme sanksi resmi. Instztu51 in-

:Formal pada intinya harus dapat di-

- paksakan keberlakuannya di luar
mekanisme  sanksi yang -berlaku
resmi/ Meskipun emumnya tidak tep-
tulis, orang-orang yang terikat pada
institusi informal yakin bahwa pelang-
garan terhadap aturan tersebut akan
dijatuhi sanksi, dalam bentuk huku-
man fisik, kehilangan pekerjaan, atan
pengucilan sosial. Definisi ini tidak
membedakan organisasi atau aktor
mana yang akan menegakan aturan
tersebut karena bisa pula penegakan
aturannya dilakukan oleh negara. - -

Secara sederhana, institusi formal
seringkali diartikan sebagai aturan
dan norma yang tertulis dalam doku-
men-dokumen resmi, dan penera-
pannya dapat dipaksakan oleh nega-
ra, sedangkan institusi informal seba-
liknya adalah norma-norma atau atu-
ran tidak tertulis yang penerapannya
dilakukan atas dasar sanksi sosial,
misalnya pengucilan, hilangnya akses
terhadap sumber daya, dan sejenisn-
va (Lauth, 2005). Boussard (2000)
dan Manor (2001) mengaitkan insti-
tusi dengan hubungan antara negara
dan masyarakat, di mana aturan-atu-
ran yang dipaksakan oleh negara

" merupakan institusi formal, sedang- " :
“kan norma dan organisasi yang mem- -\
' _.bentuk czvzl society, i:ermasuk rehgl,

e‘i:ms, kekerabatan 6an asosta31 51p11

: sebaga.l mstltum mformal

- . Institusi informal seringkali disa-
makan dengan regularitas (keteratu-
ran), rutinitas, struktur {(siratifikasi

sosial), adat, dan budaya. Dalam pen-

dekatan neoinstitusionalisme, pola-
pola budaya dan rutinitas seringkali
dikategorikan sebagai institusi infor-
mal {Peters, 1900). Institusi informal
bisa dikatakan sebagai bagian dari
pola budaya, tapi tidak semua budaya
merupakan institusi informal. Bu-
daya mencakup aturan, nilai, tradisi,
dan adat istiadat yang membentuk
identitas kolektif, cara pandang ter-
badap lingkunzannya, dan memberi-
kan karakter tersendiri dalam gaya
hidup kolektivitas tersebut, tapi fung-
si-fungsi tersebut Hidak sama dengan
apa yang menjadi fungsi institusi. In-
stitusi informal berfungsi memben-
tuk perilaku atas dasar kesepakatan
pihak-pihak yang terkait, sementara
dalam budaya, unsur kesepakatan
tersebat tidak ada. Dari sisi.sanksi,
pola budaya juga tidakamermliki sank-
si yang bisa dipaksakan agar individu
mematuhi budaya tertentu. Helmke
dan Levitsky (2006) menekankan
bahwa institusi informal merefleksi-
kan ekspektasi bersama tentang suatu
perilaku, tapi tidak berarti harus di-
landasi oleh nilai bersama. Hal inijuga
menjadi pembeda antara institusi in-
formal dengan budaya karena dalam
budaya, yang terpenting justru ad-
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alah nilai bersama vang dimilild oleh
suatu komunitas.

* Institusi informal juga berbeda
dengan kebiasaan karena kebiasaan
merupakan perilaku yang berulang
sebagai konsekuensi dari peran yang
dimiliki seseorang. Peran tersebut
bisa jadi tidak bermakna sama bagi
orang lain, sehingga tidak menimbul-
kan shared expectation dari pihak
lainnya (Helmke dan Leviisky, 2006;
Lauth, 20085). Di sist lain, adat istia-
dat merupakan salahsatu bentuk in-
stitusi informal kavena dalam adat is-
tiadat terkandung shared expectation
dari perilaku seseorang dan penyim-
pangan terhadap aturan tersebut da-
pat menimbuikan sanksi bagi pelang-
garnya.

Pendapat lainnya mendefinisikan
institusi informal sebagai norma dan
aturan yang ditegakan sendiri, semen-
tara institusi formal penegakannya
dilakukan oleh pihak lain, dalam hal

ini, negara {Elickson, 1991; Knight,
1992; Calvert, 1905 dalam Helmke
dan Leviisky, 2006).

Interaksi-antara institusi formal
dan informal berlangsung dalam be-
ragam pola, dengan beragam kon-
selensi yang dihasilkan. Helmke dan
Levitsky (2006) merumuskan tipolo-
gl interaksi antara institusi formal dan
informal dengan menggunakan 2
(dua) dimensi sebagai tolok ukur. Di-
mensi yang pertama adalah tingkat
konvergensi (kesesuaian) antara ha-
sil interaksi institusi formal dan infor-
mal. Pembedaannya adalah apakah
institusi informal menghasilkan ke-
lnaran yang secara substantif serupa
atau berbeda dengan yang dihasillan
oleh institusi formal. Jika bekerjanya
institusi formal mengarah pada hasil
yang berbeda, maka institusi formal
dan informal disebut divergen. Se-
mentara, jika interaksi keduanya
menghasilkan keluaran vang sejalan

Tabei 1
Perbedaan Institusi Formal dan Informal

Kategori

Insfifusi Formal

Institusi informal

Kodifikasi resmi

Ya {dalam dokumen tertulis)

Tidak

Sanksi dari negara Ya

Tidak (berupa sanksi sosiai)

Legitimasi

negara

Kedaulatan rakyat (catam kasus
demokrasi), atau kewenangan

Kasepakatan sosial dengan
menggunakan basis yang
bervariast (misalnya kharisma,
kepemilkan sumber daya, dll).

Modus perubahan Pembuatan kebijakan oleh para elit | Perubahar insentif atau melalui
decision maker diskusi publik

Periode perzbahan Jangka pendek Jangka panjang

Koordinasi terpusat Ada Tidak ada (kadang-kadang)

Sumber: Lauth, 2005
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'Sumbef Helmke dan Lewtsky 2006 :

' 'dengan yang dﬂlarapkan dan 1nsi1tu~
sif formal maka interaksi keduanya

: 'membentuk pola yang konvergen.
Dimensi yang kedua adalah efekiivi-
tas dari institusi formal. Hal ini men-
gandung arti sejauhmana aturan dan
prosedur resmi yang berlaku dapat
diterapkan dan dipatuhi. Ketika insti-
tusi formal berlaku efektif, maka per-
ilaku yang menyimpang akan diberi
sanksi oleh pihak vang berwenang.
Sebaliknya, ketika aturan dan prose-
dur formal tidak efektif, maka kermu-
ngkinan penerapan sanksinya juga
tidak akan dilakukan. Relasi kedua
institusi berdasarkan kedua dimensi
ini tergambar pada matriks pada tabel
2.

Helmke dan Levitsky (2006) se-
lanjutnya menjelaskan karakter dari
setiap tipe relasi. Tipe yang pertama
adalah complementary informal in-
stifution, di mana institusi informal
koelwsis dengan institusi formal. Pada
tipe interaksi ini, institusi formal yang
secara efektif diterapkan dilengkapi
oleh institusi informal, sehingga hasil-
nya sejalén dengan apa yang diharap-
kan oleh peraturan tertulis. Tipe in-
teraksi ini berlangsung dalam situasi
di mana institusi informal diganakan

untuk mengisi kekosongan yang be-

lnm diatur oleh institusi formal, seh- s

ingga para aktor politik tetap bisa
mencapal tujuan vang dikehendaki.
Bentuk dari interaksi ini misalnya,
ketika proses lobby dilakukan untuk
mempengarahi pembuatan kebija-
kan. Pola interaksi yang bersifat ko-
mplementari juga bisa berlangsung
ketika institusi informal berperan se-
bagai landasan bagi bekerjanya insti-
tusi formal. Institusi informal men-
ciptakan insentif untuk mendorong
perilaku para aktor agar mematuhi
norma-norma formal yang ada. Insti-
tusi informal yang dimaksud dapat
mencakup ekspektasi atau keyakinan
bersama tentang perilaku yang di-
harapkan.

Pola interaksi yang berikutaya
adalah accomodating informal insti-
tufion mengkombinasikan antara in-
stitust formal yang efektif dengan ha-
sil yang berbeda dari yang diharap-
kan. Pada pola interaksi ini, institusi
informal menciptakan insentif untuk
perilaku yang berbeda dengan yang
dikehendaki oleh aturan formal, tapi
tidak secara langsung berlawanan
atau meniadakan aturan formal terse-
but. Institusi informal tersebut
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bertentangan dengan semangat yang
melandasi aturan formal, ‘tapi tidak
normanya. Penggunaan institusi in-
formal péda pofé'interaksi ini wmum-
nya dilakukan oleh aktor vang tidak
suka dengan hagil dari penerapan atu-
ran formal tapi tidak - mampu men-
gubahnya atau secara terbuka me-
nentangnya. Karena itu, keberadaan
institusi intormal lebih banyak di-
gunakan untuk mengkompromikan
kepentingan-kepentingan para aktor
dengan aturan formal yang berlaku.
Salahsatu contoh dari pola interaksi
akomodatif ini adalah pembagian
kekuasaan dalam demokrasi konsos-
iasional (Lijphart, 1975). Meskipun
bertentangan dengan semangat
demokrasi dalam hal kesetaraan dan
kompetisi terbuka, tapi kesepakatan
untuk melakukan pembagian kekua-
saan telah membaniu menciptakan
stabilitas dengan mengurangi kesen-
jangan antarkelas dan konflik dalam
masyarakat.

Pola interaksiyang ketiga adalah
competing informal institution, &
mana institusi informal ada berdamp-
ingan dengan institusi formalyang
inefekiif, sehingga menghasilkan ke-
luaran yang tidak sesuai dengan hara-
pan institusi formal. Institusi infor-
mal membentuk insentif yang berten-
tangan dengan aturan-aturan formal.
Akibainya, institusi informal justru
meniadakan aturan formal yang ber-
laku dan menghasilkan praktik yang
bertentangan dengan apa yang di-
harapkan. Conioh dari pola interaksi
ini adalah korupsi sistemik yang be-
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rawal dari relasi-relasi informal, sep-
erti patronase atau klientelisme
(O’Donnel], 1996).

Pola interaksi vang keempat ad-
alah substituiive informal instiiution,
yang lahir sebagal kombinasi antara
inefektivitas institusi formal dan ha-
sil yang tidak sesuai dengan yang di-
harapkan. Seperti halnya pola inter-
aksi yang bersifat komplementatif,
institusi informal yang bersifat sub-
stitutif dimanfaatkan oleh para aktor
yvang ingin memperoleh hasil yang
sejalan dengan institusi formal tapi
tidak mau menggunakan aturan dan
prosedur normatif vang berlaku. Hal
ini disebabkan oleh tidak berfungsin-
va aturan-aturan formal dengan efek-
tif, sehingga justru institusi informal
itu yang digunakan untuk menggan-
tikan peran institusi formal. Pola
semacam i unttmnya muncul keti-
ka strukiur resmi berada dalam
keadaan lemah.

Keempat pola interaksi antara in-
stitusi formal dan informal tersebut
menunjukkan bahwa relasi keduanya
berlangsung secara dinamis dan me-
muneculkan karakter hasilvang ber-
beda-beda Tidak semua institusi in-
formal bersifat patologis, seperti da-
lam praktik klientelisme, korupsi,
atau patrimonialisme vang menye-
babkan demokrasi terhambat. Tapi,
bukan berarti bahwa institusi infor-
mal jugsa selalu berdampak positif
dalam mermberikan solusi bagi ma-
salah-masalah interaksi dan koordi-
nasi sosial. Dalam keempat pola in-




_”‘terakm telsebut ‘ada komplehsﬁas

SRR c}an tarzk—menarﬂ\ antara institusi for- -

‘mal dan informal. Penia}\u para ak-
-tor pohhk merupakan respon fer-
_ hadap interaksi kedua institosi terses

~but (North, 1990): Karena itn, sejau-

hmana-institusi formal benar-benar
_mendomng a’fau menghambat per-
ilaku politik akan bervariasi. Keber-
ﬁingsian institusi formal fidak bersi-
fat linear; 1api ditentukan oleh di-
namika interaksinya dengan institusi
formal'yang ada. Dalam pola substi-
tutif, misalnya, institusi informal da-
pat mendorong alttor politik untuk
menerabas aturan-aturan formal,
tapi perilaku ini justru mengarah pada
tercapainya tujuan yang dikehenda-
ld oleh publik, misalnya dalam ben-
tuk terpenuhinya kebutuhan publik
atau terjadinya perubahan kebijakan.
Demikian pula dalam prakiik relasi
kekuasaan, seringkali karakter pem-
bagian kekuasaan didasarkan pada
konsensus tidak tertulis, tapi justru
hal ini membantu terbentuknya sia-
bilitas demokrasi karena meminimal-
kan potensi konflikiantarberbagai
kekuatan politik.

Karakter institusi informal merus
pakan respon terhadap interaksinya
dengan institusi formal, sehingga
tidak mudah untuk mengkategorisasi-
kan apakah suatu institusi informal
semata berkarakter patologis atau
bisa menjadi positif. Klientelisme
pada praktiknya menyebabkan pro-
sedur demokrasi liberal tidak sepenu-
hnya berjalan dalam logika vang se-
harusnya (O’Donnell, 1996), tapi
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_ dalam ii_(j_n?téks vang berbeda, klien-
~telisme dapat berguna untuk meng-

gantikan tidak bekerjanya mekanis-
me formal:dalam institusi perwakilan
(TayloreRobinson, 2006). Kegagalan
mekanisme perwalilan dalam meng-
hubungkan aspirasi konstituen den-
gan.pemenuhan kebutuhan disiasati
melalui relasi personal antara politi-
st dengan konstituen. Relasi-relasi
persenal inilah yang ternvata lebih
efektif dalam menjembatani antara
aspirasi publik dengan realisasinya.
Kasus tersebut menunjukkan hahwa
untuk satn contoh institusi informal,
ternyata dapat berdampak patologis
sekaligns positif, tergantung pada in-
teraksinya dengan institusi formal.

Pola interaksi antara institusi for-
mal dan informal dapat memberikan
penjelasan mengenai perubahan dan
keberlanjutan dari suatu sistem
{(Helmke dan Levitsky, 2006). Insti-
tusi informal dapat berfiingsi sebagai
katalis bagi perubahan institusi for-
mal. Institusi formal bisa dibentuk
atau diubah dengan mengadopsi prak-
tik-prakiik yang semula merupakan
institusi informal. Institusi formal
juga dapat divbahantek menutup
celah-celah vang selama ini disalah-
gunakan oleh institusi informal seh-
ingga berdampak patologis. Selain
mendorong perubahan institusi, in-
teraksi antara institusi formal dan in-
formal juga bisa menyebabkan hi-
langnya institusi formal. Hal ini teru-
tama terjadi ketika institusi formal
tersebut sama sekali tidak dapat dit-
eraplkan, sehingga akhirnya institusi
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informal yang menggantikan fungsi
vang seharusnya dilakukan.oleh in-
stitusi formal tersebut. Institusi infor-
mal yang berfungsi lebih efektif ketim-
bang institusi formal dalam jangka
panjang dapat menyebabkan delegit-
imasi institusi formal makin bertam-
bah, dan akhirnya institasi formal ter-
gantikan oleh yang informal. Institu-
si informal juga bisa digunakan untuk
mendukung stabilitas institusi formal,
misalnya dengan mengkombinasikan
institugi informal untuk melengkapi
kelemahan-kelemahan prosedural
dari institusi formal, sehingga mela-
lui upaya tersebut, para aktor memi-
liki keyakinan untuk mendukung bek-
erjanya mekanisme formal dalam
mengapai tujuan. Dalam pengaturan
relasi kekuasaan, misalnya, institusi
informal dalam bentuk lobby politik
atau kesepakatan koalisi dapat di-
gunakan untuk menekan potensi opo-
sisi yang berlebihan, sehingga men-
dorong sistem untuk lebih stabil.

Pemetaan terhadap berbagai pola
interaksi yang dapat berlangsung ant-
ara institusi formal dan informal
menunjukkan bahwa kemuneulan in-
stitusi informal dapat bersumber dari
institusi formal, dan begitu pula se-
baliknya. Keduanya tidak terbentuk
dengan sendirinya, tapi melalui se-
buah interaksi yang berkesinambun-
gan dan saling mempengaruhi.
Meskipun demikian, tipologi di atas
belum menjelaskan proses terben-
fuknya institusi informal. Helmke dan
Levitsky (2006} menjelaskan 2 (dua)
kategori proses terbentuknya institu-
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si informal, yakni secara fop down
dan secara boftom up. Pembedaan ini
menunjukkan bahwa tidak semua in-
stitusi informal berasal dari tradisi
atau kebiasaan yang ada dalam
masyarakat. Ini peniing untuk dite-
gaskan agar institusi informal dapat
dibedakan dari perilaku informal
yang memang umumnya bersamber
dari kebiasaan yang ada di
masyarakat. Institusi informal berbe-
da dari perilaku informal karena pen-
erapannya dapat dipaksakan sesuai
mekanisme ganksi yang menjadi bagi-
an dari insfitusi itu (North, 1990).

Institusi informal yang dibentuk
secara fop-down merupakan aturan
atau prosedur yang lahir dari kesep-
akatan para elit uniuk merespon in-
stitusi formal vang ada. Misalnya,
kesepakatan koalisi antarpartai poli-
tik merupakan institusgi informal vang
dibuat oleh para elit partai politik
untuk mengelola pembagian kekua-
saan (Carey dan Siavelis, 2006). Se-
mentara institusi informal vang
dibentuk melalui proses botiom-up
berkembang dari norma-norma vang
ada di masyarakat, Praktik-praktik
seperti Klientelisme,misalaya, meru-
pakan salahsatu institusi informal
vang terbentuk dari bawah, Meskipun
melibatkan relasi antara patron (elit)
dan klien (massa), tapi relasi klien-
telisme berkembang dengan meng-
adaptasi pola-pola kebiasaan atan
budaya yang ada di masyarakat.
Dalam relasi klientelisme, klien yang
mencari patron karena kebutuhan
mereka untuk memperoleh akses ter-




11adap sumber daya dan reiasz yang

Interal\m antara 1nst1tus1 formal
. dan mfounai menun;ukkan bahwa
ekahpun mst;tum mformal dzbuat
dlkomumkasman dan d1terapkan d}
luar mekamsme sanl\sz yang resnn
atau tertuhs tapx sama pentmgnya
dengan 1nst1tu51 formal dalam mem-
bentuk rule of the game. Dengan
demikian, untuk memahami caraker-
ja vang sesungguhnya dari demokea-
st, tidak cultap hanya memahami ber-
fungsinya institusi formal, tapi perlu
pula memahami kehadiran institusi
informal dan relasinya dengan insti-
tusi formal. Pemahaman tentang cara
kerja demokrasi yang sesunggunhnya
menjadi landasan unink mengident-
fikasi dan memahami bagaimana in-
strumentasi demokrasi dilakukan
uniuk mengefektifkan demokrasi se-
bagai mekanisme pengelolaan sum-
ber daya yang terkontrol oleh pub-
lik. :

Instrumentasi Demokrasi
dalam Pengelolaan Pemban-
gunan

Institusi adalah kesepakatan yang
lahir dari pertarungan dan tawar-
menawar antara berbagai pihak. Kare-
na itu, institusi merefleksikan sum-
ber-sumber daya dan kekuasaan dari
mereka yang membuatnya, dan se-
baliknva, mempengaruhi pula distri-

- Jumal Pglitikg :Vcl. 7 No. 1 'Tahi_.m 201 -

_ -_bﬁsi s_iix_nbe'r daya_dan_ kekuasaan -
ter_;ahn kelnudian dlpehhara i{eber- 3 '
' 1an3utannya melalui pertukaran per-
""sonai dan mformal (Kom1to 11985;
-:'-Beck 2008) o -

dalam masyarakat. Pendekatan insti-

tusionalisme menjelaskan kekuasaan
dari_cara kerjanya dalam mengelola -
" sumber daya karena di‘dalam insti-
o ';ti;lsi_ tersebut terdapat aturan, prose-

dur, bahkan arena di mana relasi
kekuasaan berlangsung dalam me-

- nentukan bagaimana sumber-sumber
“daya dikelola (March dan Olsen,

1989). Karena pendekatan ini ber-
fokus .p_a_da pemahaman tentang cara
kerja kekuasaan, maka pendekatan ini
dipilih untuk membangun kerangka
konseptual tentang instrumentasi
demokrasi dalam kaitannya dengan
pengelolaan sumber daya.

Rueschmever (1992), Térnquist
(2001}, Robison dan Hadiz (2004)?,
menegaskan pentingnya perubahan
hubungan kekuasaan menjadi esensi
dari demokratisasi yang akan menen-
tukan apakah demokratisasi dapat
menghasilkan konsolidasi atau tidak.
Kapitalisme sebagai hasil dari per-
tumbuhan ekonomi dan liberalisasi
akan menghasilkan kelas sosial baru,
tapt demokratisasi barn akan benar-
benar bermakna bila permbahan
tersebut mampu menggeser keseim-
bangan kekuasaan kelas (Rueschmey-
er, 1992). Teori-teori demokratisasi
vang berorientasi pada relasi kekua-

?ihatlebih lanjut dalam Priyono, A.E, dan Fransis-
cus Djalong. 2009. "Demokrasi dan Bemokratisasi
di Indonesia: Sebuah Pemnetaan Wacana'. Makafah,
disampaikan pada Kursus Iniensif dan Pelatihan
Demokrasi berbasis Hak Asasi Manusia. Diseleng-
garakan di Universitas Gadjah Mada Yogyakarta,
13-18 Dasember,
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saan mengkritik teori-teori sebelum-
nya yang hanya hirau pada desain in-
stitusional yvang bersifat prosedural,
tetapi mengabaikan mekanisme rela-
si-relasi kekuasaan dalam lembaga=
lembaga ekonomi dan politik'di mana
kekuasaan beroperasiisecara aktual
(Hadiz, 2008).

Kemunculan teori-teori demokra-
fisasi yang berorientasi pada peraba-
han konteks relasi kelmasaan menun-
jukan bahwa telah terjadi pergeseran
pemaknaan demokrasi pascatransisi,
dari sesuatu yang sifatnya prosedur-
al nienjadi lebih substaniif. Demokra-
si dimaknai sebagai alat untuk men-
gubah pengelolaan urusan-urusan
publik menjadi lebih terkontrol oleh
warga negara atas dasar prinsip keset-
araan (Tornquist dalam Samadhi dan
Warouw, 2000}, Dalam konteks ini,
maka instrumentasi demokrasi men-
jadi proses untuk mengelola pola-pola
relasi kekuasaan tersebut dalam rang-
ka penciptaan kesejahteraan bagi
publik.

Dalam kasus pengelalaan pem-
bangunan, pembangunan,merupa-
kan proses politik karena di dalamn-
va berlangsung relasi kekuasaan
dalam menentukan pengelolaan sum-
ber daya. Relasi kekuasaan tersebut
melipuii perilaku politik para aktor
yvang dibentuk oleh interaksi antara
institusi formal dan institusi informal.
Interaksi di antara kedua institusi ini
menarik untuk diteliti karena dapat
memberikan penjelasan tentang
bagaimana demokrasi sesungguhnya
bekerja dalam memenuhi kebutuhan
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publik. Demokrasi tidak diartkan se-
bagai mekanisme politik untuk suk-
sesi kepemimpinan melalui perwak-
ilan, tapi sebagai sebuali mekanisme
pengelolaan samber daya atas dasar
kesetaraan dan kontrol publik. Atas
dasar itu, insirumentasi demokrasi
menjadi sebuah proses untuk mener-
jemahkan demokrasi atas dasar nalar
publik vang menghendaki agar
demokrasi juga berperan dalam
memberikan kesejahteraan.

Persoalan kesejahteraan adalah
persoalan akses terhadap sumber
daya, struktur kekuasaan yang sen-
jang menyebabkan akses terhadap
sumber daya pun tidak merata. Keti-
ka pembangunan dipahami sebagai
proses politik yang di dalamnya ada
relasi kekuasaan dan demokrasi men-
jadi alai untuk mengelola relasi ke-
kuasaan itu menjadi lebih terkontrol,
maka instrumentasi demokrasi ad-
alah proses politik untuk mengelola
institusi formal dan informal yang
menenfukan bagaimana relasi kekua-
saan berlangsung dalam pengelolaan
sumber daya. Dalam hal ini, interaksi
antara kedua institusi itu akanmenen-
tukan atau membentuk pola relasi
kekuasaan atau perilaku para aktor
dalam pengelolaan sumber daya.

Dalam praktik pembangunan,
pengelolaan sumber daya dilakukan
melalui institusi formal maupun in-
stitusi informal. Institusi formal men-
cakup berbagai regulasi pemban-
gunan, perencanaan obyektif vang
bersifai teknokratis, perencanaan dan
penganggaran yang merupakan bagi-
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- mekanisme politik yang berlangsung

- pada tahap pengambilan kebijakan di

Jevel pimpinah_ ;(eksélmtif dan‘legisla-

 1if).Di luar institusi ini, juga berlang®
sung institusi informal yang turut
mempengaruhi proses alokasi sum-

" ber. daya. Institusi informal ini ber-
dangsung dalam bentuk relast patio-
nase antaraipolitisi dengan birokrasi
dan antarg politisi dengan konstitu-
en. Sekelompok kecil angsota legisla-
tif berperan sebagai broker yang
menyalorkan alokasi anggaran pem-
bangunan kepada birckrasi untuk di-
laksanakan dalam bentuk program
dan kegiatan pembangunan, Melalui
program dan kegiatan ini, politisi da-
pat membperikan manfaat bagi kon-
stituennya karena program pemban-
gmian Hu berlangsung di lokasi kon-
stituen ataun bahkan, dikerjakan oleh
konstituennya.

De Soysa dan Jiitting (2006) men-
jelaskan bahwa interaksi antara insti-
tust formal daninformal dalam pem-
bangunan dipengaruhi pula oleh
meta-institution sebagai konteks
yvang membentuk nalar publik ten-
tang institusi dan ekspektasi bekerjan=
ya institusi tersebut. Menurut de
Soysa dan Jiitiing (2006), meta-in-
stitusi tersebut bisa bersumber dari
berbagai faktor, misalnya pengala-
man historik, model mental, dan fak-
tor struktural. Putnam (1093) me-
mandang keberadaan modal kapital
sebagai faktor vang mempengaruhi
efektivitas bekerjanya institusi formal
karena melalui modal sosial ini, ada
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- "saling percaya yang terbentuk se- :
‘bagal dasar bagi berlangsungnya

monitoring dan penegakan aturan-
aturan yang ielah disepakati. Keper-
cayaan yang terlembaga 'di dalam
masyarakat juga menjadi modal yang
kuat untuk mendorong munculnya
aksi-aksi kolektif (collective action)
vang juga mendukung bagi tercapain-
ya pengawasan terhadap pengelolaan
pembangunan, Efektivitas pemerin-
tahan meningkat karena ada partisi-
pasi sipil yang tinggi sebagai dampak
dari meningkatya kesadaran politk,
perhatian terhadap kinerja birokra-
si, dan berkembangnya diskursus
publik untuk membahas berbagai per-
masalahan di kalangan publik. Ke-
beradaan modal sosial tersebut just-
ru lebih mendukung bekerfanya in-
stitusi formal ketimbang aturan-atu-
ran normatif vang termuat dalam
dokumen-dokumen resmi.

Literatur yang lain menempatkan
faktor struktur formal sebagai meta-
institusi yang membentuk nalar pub-
lik tentang institusi (Jackman dan
Miller, 2005 dalam de Soysa dan Jiit-
ting, 2006). Struktur formal yang di-
maksud mencakupmnorma-norma dan
aturan-aturan yang menjadi alat un-
tuk menyelesaikan berbagai masalah
sosial, seperti soal pengelolaan kepe-
milikan sumber daya, penyelesaian
konflik, dan sebagainya. Regulasi
tersebut menjadi faktor penting yang
memberikan jaminan bagi keteratu-
ran dalam interaksi antara institusi
formal dan informal.
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- Helmke dan Leviisky (2006)
menggunakan konsep shared expec-
tation sebagal meta-institusi yang
menjelaskan interaksi antarinstitusi.
Bekerjanya institusi formal dan infor=
mal ternvata juga ditentukan oleh
ekspektasi perilaku yang diharapkan
oleh para aktor. Harapan perilaku
inilah yang kemudian mendorong
keberlanjutan atan sebaliknya, ber-
gantinva institusi-institusi. Selain iy,
ekspektasi perilaku juga menjadi pen-
jamin tegaknya aturan-aturan yang
disepakati tersebut.

Dengan demikian, baik institusi
formal maupun informal bersama
dengan meta-institusi bersama-sama
membentuk dampak dari bekerjanya
institusi, apakah membentuk tata kel-
ola pemerintahan vang lebily baik
atau lebih buruk, penegakan regulasi
vang lemah atau yang kuat, bahkan
keteraturan sosial.

Instrumentasi demokrasi diban-
gun atas asumsi nalar publik® dalam
memaknai dan memahami demokra-
si. Publik menempatkan demokrasi
sebagai mekanisme pertukagan poli-
tik untuk memperoleh akses ter-
hadap sumber daya, sehingga beker-
janya demokrasi diukur dari kapasi-
tasnya untuk memenuhi permintaan

* Dalam perspekiif neoingtitusionalisme, nalar publik
ini menjadi bagian dari mefa institufion (de Soysa
dan Jiiting, 2006) yang merupakan konteis yang
mendasari beriangsungnya institusi. Konteks ini
menerdukan kapan dan bagaimana institusi baruban
atau tidak benubah, termasuk dalam pengaturan infer-
aksi antara institusi format dan informal.

0

publik tersebut. Bagi publik, demo-
krasi diharapkan memiliki nilai prag-
matis untuk memenuhi kebutuhan
sehari-hari secara cepat. Logika ini
berbeda dengan instrumentasi demo-
krasi yang selama ini diterapkan, di
mana pemenuhan kebutuhan publik
dilakukan melalui prosedur yang ter-
encana, teknokratis, dan birokratis.
Padahal, dengan pendekatan terse-
but, pemenuhan kebutuhan publik
menjadi Iama dan rentan terdistorsi.
Upaya publik untuk memperoleh pe-
menuhan kebutuhannya dengan ce-
pat dan menghindari prosedur yvang
berbelit-belit kemudian melahirkan
berbagai institusi politik yang bersi-
fat informal.

Institusi politik yang bersifat in-
formal dibedakan dari institust infor-
mal lainnya (secara budaya atan sos-
ial) karena keterkaitannya dengan
proses pengambilan keputusan yang
berlangsung dalam negara. Dalam
konteks ini, institusi politik informal
dapat berbentuk partisipasi politik
atau proses politik untuk mempen-
garuhi keputusan vang dihasilkan
oleh institusi politik formal, sehingga
ada kesetaraan dalam relasi kekua-
saan serta kapasitas publik untuk
mengontrol proses pengambilan
keputusan (Tornguist dalam Samadhi
dan Warouw, 2000). Pola interaksi
institusi politik informal dan formal
dalam konteks pengambilan keputu-
san pada dasarnya sama dengan ke-
empat pola yang telal diuraikan se-
belumnya. Institusi politik informal
dapat menyaingi klaim negara dalam
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proses politik tersebut, dengan mem-
buat proses sejenis di luar negara
(misalnya dalam kasus shadow
state), menggunakan saluran atau ak-
tor-aktor pada institusi formal den-
gan prosedur informal (misalnya
melalui patronase atau klientelisme),
atau pada level yang moderat, insti-
tusi politik informal berperantsecara
komplementatif atau akomodatif den-
gan mempengaruhi proses pengam-
bilan keputusan tersebut.

Instrumentasi demokrasi diarah-
kan untuk mengelola berbagai me-
kanisme yang tersedia dalam penye-
diaan sumber daya, termasuk yang
berbasis institusi informal untuk me-
menuhi kebutuhan publik. Dalam hal
ini, instrumentasi demokrasi dapat

dijabarkan dengan mengikuti o (dua)
pendekatan: pendekatan state cen-
tered dan pendekatan society cen-
tered.

Dalam pendekatan state-cen-
tered, fokus instrumentasi demokra-
si adalah bagaimana agar pemerintah
atag negara mampu menyediakan
pelayanan atau kesejahteraan kepa-
da publil" Untuk melakukan ini, in-
strumen yang digunakan adalah
teknokrasi dan prosedur birokrasi
karena negara bekerja melalui me-
kanisme formal. Instrumen teknokra-
si dilakukan dengan menvertakan ak-
ademisi dalam proses perencanaan
pembangunan, sehingga ada asumsi,
indikator, dan pentahapan yang ob-
yektif dalam proses penciptaan kese-
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jé‘nteraah. Karena bersifat teknokrai-
is, perencanaan pembangunan bersi-
fat sektoral dan parsial sesuai dengan
bidang keahlian masing-masing. In-
sirumen ini dapat mengoptimalkan
potensi tiap-tiap sektor, tapi tanpa
integrasi yang sinergis dapat menye-
babkan proses pembangunan ber-
jalan sendiri-sendiri. Instrumen
birokrasi digunakan untuk menjamin
berjalannya proses perencanaan dan
penganggaran secara tertib. Cara ker-
ja birokrasi sangat hirau dengan ket~
eraturan prosedur, vang diasumsikan
bahwa melalui keteraturan tersebut,
proses pembangunan dapat diper-
tanggungjawabkan secara adminis-
tratif,

Kelemahan dari pendekatan state-
centered adalah formalitas dan keri-
gidan prosedur seringkali menyebab-
kan proses penciptaan kesejahieraan
menjadi lamban dan kurang dapat
merespon dengan cepat dinamika
perubahan. Pendekatan sociely cen-
tered menjadi alternatif untuk men-
gatasi kelemahan tersebut. Insiru-
mentasi pndekatan ini berfokus pada
bagaimana membangun konirehpub-
lik terhadap pengelolaan sumbey
daya. Instrumen teknokrasi juga bisa
digunakan dalam pendekatan ini ter-
utama bila ada kelompok teknokrat
di lnar negara yang kemudian menja-
di kekuatan penyeimbang dalam
mengkritisi kebijakan pembangunan
yang dibuat oleh negara. Pada pende-
katan ini, kemunculan civil society
vang otonom menjadi kekuatan pen-
dukung yang dapat mengoptimalkan
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kontrol publik terhadap pengelolaan
sumiber daya. Kemuneculan eivil soci-
efy nmumnya ditkuti dengan perlua-
san_jejaring sosial dalam rangka
memperluas akses pariisipasi publik
yang lebih substantif dalam pengam-
bilan keputusan. Instrumen lain vang
digunakan dalam pendekatan soci-
efy-centered adalah politikk wacana,
antara lain melahi perluasan ruang
publik, pembentukan opini publik,
penciptaan wacana fandingan mela-
lui pemikiran-pemikiran dan konsep-
konsep alternatif sebagai pemband-
ing terhadap konsgep yvang dikem-
bangkan oleh negara.

Kedua pendekatan instrumentasi
di atas merefleksilan poros yang ber-
beda, di mana pendekatan state-cen-
tered bersifat top-down, sementara
pendekatan sociefy-centered bersifat
bottom-up. Pendekatan stare-cen-
tered menggunakan institusi formal,
sementara pendekatan society-cen-
tered menggunakan institust infor-
mal. Dengan memadukan karakter
vang berbeda dari kedua pendekatan
fersebut, instrumentasi demokrasi
dapat diarahkan untuk mengelola in-
stitusi formai daninformal vang men-
ghubungkan negara dengan publik
dalam proses pembangunan.

Penutup

Perkembangan studi tentang
demokratisasi, khususnya yang ber-
langsung di negara-negara dengan
kesenjangan sosial dan ekonomi yang
tinggi, menunjukkan pergeseran




e 3 __.fokus perdebatan Pandangan yang

berkembang sebelumnya mengang-

- gap bahwa demokratisasi, dalam arti,

| ':perubahan relasi’ kekuasaau seharus~
nya. melahirkan mstltum fozmal yang
B bekerja untuk mengkonvessi‘kepent-
. ingan individu menjadi’ kebi_]akan
. publik, melahn mekamsme perwak~
' 1lan Pandangan ini menganggap ke-
-beradaan institusi informal -sebagati
' penghambat demokratisasi, sehingga
perlu digbah agar demokrasi terkon-
solidasi. Tapi, proses demokratisasi
vang berlangsung di berbagai nega-
ra, terutama yang tingkat kesenjan-
gan sosial-ekonominya tinggi, me-
nunjuldan kenyataan berbeda, yakni
masih tetap bekerjanya institusi in-
formal dalam konteks demokratisasi.
Institusi informal ini tetap bekerja
karena la mampu memenuhi kebutu-
han publik sehari-hari dalam benink
barang, jasa, dan akses terhadap sum-
berdaya. Dalam perkembangan se-
lanjutnya, studi tentang institusi in-
formal dalam konteks demokratisasi
juga mengaitkannya dengan isu po-
litical linkages antara politisi atau
partai politik dengan pemberi suara
(voter), dalam bentuk pertukaran
sumber daya dengan dukungan
dalam pemilihan, serta dengan pem-
bangunan sebagal outcome dari
demokrasi.

Perkembangan tersebut menun-
jukkan balwa keberadaan institusi
informal tetap penting dalam konteks
demokratisasi, dan tidak bisa semata
dipandang dart sisi patologisnya. Stu-
di patronase dan berbagai variannya

S ’Juma_z?qzi_uga '-_Vg_l._j_ No, _1_.Tah_i;':_a 201 f

justru menunjukkan bahwa melalui =

institusi informal itu, stabilitas rezim
bisa dipertahankan karena rezim itu
mampu memenuhi kebutuhan publik,
khususnya publik yang miskin. Prak-
tik brokerage juga menjadi awal bagi
Kemunculan institnsi mediari antara
negara dan publik serta membantu
berkembangnya jejaring sosial untuk
mempengaruhi pengambilan kebija-
kan. Hal ini menunjukkan perlunya
dilakukan pemikiran ulang tentang
institusi informal sebagai variabel
penting yang menunjang konsolidasi
demokrasi.

Nalar publik menghendaki demo-
krasi memberikan manfaat langsung
bagi kesejahteraan, sehingga praktik
patronase dan brokerage ditoleransi
selama dapat memenuhi kebutuhan
masyarakat. Jadi, perlu ada sudut
pandang alternatif dalam memandang
patronase sebagal mekanisme per-
tukaran sumber daya. Instrumentasi
demokrasi menjadi salahsatu cara
untuk mengelola interaksi antara in-
stitusi formal dan informal dalam
konteks demokrasi. Institusi infors
mal menentukan bekerjanya-demo-
krasi karena institusi‘informal inilah
yvang memperkuat, melemahkan,
bahkan menggantikan aturan-aturan,
prosedur, dan organisasi formal. Ana-
lisis terhadap proses demokratisasi
yang hanya berfokus pada bekerjan-
va institusi formal akan memberikan
gambaran yang bias tentang esensi
yang menentukan bekerjanya demo-
krasi. Karena itu, studi tentang bagai-
mana kedua institusi tersebut ber-
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interaksi akan membantu memberi-
kan gambaran tentang institusi mana
yang sesungguhnya dipatuhi, dan se-
fanjutnya ini dapat digunakan untuk
mendorong agar demokrasi bekerja
di atas nalar publik.

' Dengan menggunakan pendekatan
bottom up, instramentasi demokrasi
dilakukan dengan terlebih dahulu
memetakan jejaring institusi informal
yang berlangsung dalam masyarakat,
kemudian memetakan cara kerja je-
jaring itu dalam pertukaran sumber
daya, dan selanjuinya mengidenti-
fikasi proses penguatan jejaring itu ke
dalam simpul-simpul yvang akan men-
gonirol alokasi sumber daya publik.

Instrumentasi demokrasi untuk insti-
tusi informal tidak dapat dilakukan
dengan mengikuti mekanisme yang
berlaku dalam institusi formal, seh-
ingea pendekatan society-centered
menjadi pilihan yvang lebih relevan
untuk membangun kontrel publik ter-
hadap proses pengambilan keputu-
san. Sisi patologis dari patronase, sep-
erti karakter relasi kekuasaan yang
asimetri, dominasi, dan eksploitasi
klien oleh patron dapat diminimalkan
ketika instrumentasi demokrasi diar-
ahkan untuk membangun jejaring so-
sial berbasis kepercayaan yang
nantinya dapat mendorong muncul-
nya kontrol publik terhadap proses
pengambilan keputusan.
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